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BAB
P ENDATE

1.1 Latar Belakang iiasalah

-ebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia ada-
lah negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan ks2manan
dan ketertiban serta cita rasa keadilan untuk wenuju masya-
rakat a2dil dan mzkmur yang selalu diidam-idamkan oleh bang-
sa Indonesia.

Bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum ysng ter-
diri dari pula-pulau besar dan kecil serta mempunyai wila-
yah perairan meliputi laut dengan sungai-sungai guna pem-
binaan yang mantap terhadap perairan Indonesia waka bangsa
Indonesia mendasarkan peambinaan dalam suatu konsep  yang
dikenal dengan wawasan nusantara bagian ketiga, sebagai -
mana ditetapkan dalam ketetapan MPR uo. IV/MPR/ 1978, ten-
tang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang bertujuan bahwa
wilayah nusautara beserta udara di atasnya dan laut yang
menghubungkan pulau-pulau dengan segenap isinya merupakan
kesatuan yang utuh dan terpaduh secara menyeluruh.. Untuk
memanfaatkan perairan nusantara tersebut, maka sektor peng-
angkutan khususnya pengangkutan laut memegang pemanan pen-
ting.

Perkembangan pelayaran niaga pada zaman dahulu yang
dapat kita baca yaitu sebagaimana ramainya perdagangan an-
tara kerajean-kerajaan di nusantara dengan negeri Tiongkok

dan negars lain di Asia sampai ke émerah Madagaskar pantai




timur Afrika,

Walaupun perdagangan melalui laut telah kita kenal
semenjak 2zaman kerajaan itu, akan tetapi sejarah pelayaran
niaga sebagai bentuk angkutan yang teratur dan berbentuk
perusahaan di Indonesia, baru dimulai dengan perusahaan
pelayaran Belanda dan sesudah Indouesia merdeka diakui
dengan perusahaan nasional Pelai { Pelayaran Nasional Indo~
nesia ) yang berbentuk perusahaan negara.

Begitu pentingnya perdagangan welalui 1laut tidak
terlepas pula perliandungan terbhadap hak-hak azasi bagi pe-
kerja di laut secara khusus bagil pekerja yang mengalami ke-
celakaan kerja, maka pemerintah dindia Belanda mengelusr -~
kan suatu peraturan tersebdiri bagi pekerja di laut yaitu
dalam bidang kecelakaan kerja, peraturan tersebut adalah
staatblads No. 447/1940 tentaug peraturan kecelakaan pela-
ut dengan peraturan pelaksanaan Staatblads No.543/1940.

Peraturan kecelakaan pelaut hingga sekarang ini te-
lah berusia lebih dari setengah abad masih tetap diberlak
kan bagi pelaut diseluruh penjuru: nusantara secara khusus
bagi pekerja yang wmengalami kecelakasan kerja di laut.
Dengan adanya peraturan tentang kecelakaan pelaut, sudah
barang tentu dapat menjamin hak-hak azasl bagi pekerja di
laut yang meungalaami kecelakaan kerja. Dalam pasal 1 ayat 1
peraturan kecelakaan pelaut Stbl No. 447/1940 berbunyi se-
bagail berikut 3



Majikan wajib memberi kepada seorang pelaut yang
mendapat kecelakaan di dalam hubungannya dengan pe-
kerjaannya atau untuk kepentingan suatu kapal yang
diwajibkan untuk memberi tunjangan, suatu ganti ru-
gi menurut ketentuan dalam peraturan ini. dalam me-
laksanakan peraturan dianggap sebagai kecelaxaan ju-
ga kehilangan perlengkapan yang dikarenakan suatu
kecelakaan kapal. Majikanw wajib memberi ganti rugi
yang sama kepada pelaut yang mengalami kecelakaan di
kapal yang diwajibkan memberi tunjangan di wana pe-
laut itu bekerja di luar pekerjaannya.
hamun masalahnya adalah sejauh mana ketentuan berke-
naan perlindungan bagi pekerja yang meungalami kecelakaan
kerja di laut efektif dilaksanakan di PT Kalla Lines, hal
inilah yang menarik minat penulis uatuk mengka ji di  dalam
skripsi berjudul " relaksanaan Ketentuan Perlindungan Pe-
kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di Laut ( Studi Kasus
Pada PT Kalla Lines Ujung Pandang ).
1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah
1. Bagaiamana perlindungan hukum bagi pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja.
2. Bagaimana tata cara perolehan jaminan bagi peker-
ja yang mengalami kecelakaan kerja.
1.3 Metode Penelitian
Dalam usaha untuk memperoleh data-data yang dibutubh-
kan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data seba-
gai berikut :
a. Pemelitian Kepustakaan ( Library research )

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti serta




menelaah buku - buku literatur dan peraturan - per-
aturan yang sangat erat hubungannya dengan materi
skripsi yang akan dibahas, sedangkan data yang di-

peroleh disebut data sekunder.

b. Penelitian Lapangan ( Filed reserach )

Penelitian dapaugan ini dilakukan di PT Kalla Lines

Ujung Pandang dengan cara :

1. Interviuw, yaitu mengadakan wawancara langsung
kepada petugas perusahaan di darat maupun di ka-
pal tempat terjadinya kecelakaan kerja laut.

2. Dokumentasi, yaitu meucaetat beberapa data yang
tersedia lewat studi kasus yang  diperbolehkan
dan ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

Adapun metode kajian yang peunulis gunakan adalah we-

tode yuridis sosiologis yakni wenguji ketentuan yang berke-

naan dengan masalah perlindungan bagi pekerja yang mengala-

mi kecelakaan kerja di laut, apakah efektif dilaksanakan

atau tidak efektif dilaksanakan.

1.4 Tujuan dan Kegunzan Penelitian

Tujuan dan kegunaan suatu penelitiaa tiade lain ada-

lah untuk semperoleh data-data dan keterangan-keterangan

waupun informasi yang akan digunakan gsebagai babhan penulis-

an sehin:sga tujuan skripsi ini adalah sebagal berikut @

a, Tujuan penulisan skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui sampai sejauhmanakah pelaksanaan




perlindungan bagi pekerja yang mengalami musibah
kecelakaan kerja di laut, pada PT Kalla Lines
Ujung Pandang.

8. Untuk mengetahui sampai sejauhpanakah  kedudukan
hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelaka-
an kerja di laut pada PT Kalla Lines Ujung Pan-

dang.

3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana campr tangan
bagi lembaga yang berwenang terhadap perlindungan
pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

b. Kegunaan renulisan adalah :

1. Merupakan bagian dari pengembengan ilmu pengeta-
huan penulis tentang perlindungan pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja di laut.

2. Sebagai bahan wesukan untuk membangun ilmu hukum
pada umumnya, khususanya pengembangan ilmu hukum
ditengah-tengah masyarakat.

1.5 Komposisi Bab
Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka skrip-
si ini disusun berdasarkan komposisi bab sebagai berikut :
Bab w~atu, Dalam bab ini dikemukakan secara berturut-turut
vatar Belakang Masalah, Perumusan Mdasalah, Me-
tode fenelitian, Tujuan dan Kegunaan Fenulisan,
dan Komposisi bab.

Bab Kedua, Ea}am ini dikewmukakan tentang, Pengertian Anak




Anak Buah “apal, Pengertian Pekerja di Laut dan
rengertian Pertanggungan Laut.

Bab kKetiga, Lalam Bab ini dikemukakan tentang penyebab tim-
bulnya Recelakaan Kerja di Laut, Ganti Rugi Ba-
gi Pekerja ‘ang Mengalami Kecelakaan Kerja di
Laut dan Akibat Yang Ditimbulkan oleh Kecelaka
an Kerja di Laut.

Bab Keempat, Bab ini diuraiken masalah, Tinjauan Unum Asu-
ransi Sosial Tenaga Kerja, Peranan Asuransi
Sosaal Tenaga Kerja dan Prosedur Serta Syarat
Pemberian Jaminan Sosial “enaga Karja dan Pe-
laksanaan Pembayaran ~antunan Asuransi sSosial
Tenaga Kerja.

Bab kelima, Penutup
Bab ini penulis ak#an meuncoba memberikan bebera-
pa kesimpulan dari uraian dalam bab-bab terda -
hulu, selanjutanya penulis juga akan mengemuka -
kan beberapa saran sebagai dasar pertimbangan
dalam penambahan bahan-bahan bagi pemnyusunan
hukum nasional kita yaug akan datang terutama

di bidang Peraturan Kecelakaan relaut.




BAB II
BEBERAPA PENGERTIAN

2.1 Pengertian Anak Buah Kapal

Sebelum penulis menguraikan peungertian anak buah ka-
pal ( ABK ) maka pehulis merasa perlu untuk mengemukakan,
2ebih dahulu tentang pengertian kapal itu sendiri yang di-
berikan oleh beberapa ahli hukum.

slenurut Keputusan Menteri Ferhubungan Laut tanggal
16 September tahun 1965 pasal 1 ayat 2 dikatakan, <=apal la-
ut adalah setiap kapal yang dipergunakan untuk dan dalam
pelayaran di laut bebas.

Ny. Siti Soementri Hartono ( 1986 : 93 ) menyatakan
bahwa, kapal-kapal laut adalah kapal-kapal yang diperguna -
kan untuk pelayaran di lautan auat yang dimaksud untuk itu.

W. Soedjono ( 1983 : 17 ) menyatakan bahwa kapal laut
adalah setiap alat menyeberangan yang dipergunakan uantuk,
berlayar di laut atau dimaksudkan untuk itu.

wirijono Prodjodikoro ( 1984 : 69 ) mengutip Kitad
Undang-undang Hukum Perniagaan menyatakan bahwa :

Menurut pasal 310 ayat 1, kapal laut ialah semua ka-

pal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang

ditujukan untuk dipakai demikian, sedang ayat 2 wme-
nentukan bahwa apabila dalam titel-titel 1 g/d 4 da-

ri buku II Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan di-

%gﬁ:% serkataan f kapal " maka ini diartikan  kapal

Definisi atau pengertian-pengertian tersebut di atas

baik menurut sitab Undang-undang Hukum Ferniagaan maupun




meaurut rumusaa para sarjana hukum mengandung pengertian
yang sawma. itari pengertian tersebut di atas, peunulis dapat
menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kapal adalah
menitik beratkan pandangau di laut yaitu suatu sarana peung-
angkutan di laut baik pengangkutan barang maupun untuk sa-
raana pengangkutan penumpang.

Pengertian yang telah dikemukakan di atas hanya wme-
nyangkut pengertian kapal pada umumnya sedang«an wenyangkut
pengertian kapal Indcnesia secara tersendiri diatur dalan
pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum “agang. Bagi kapal - ka
pal Indonesia yang hanya akan melakukan operasionalnya di
dalam wilayah perairan Indoanenesia maka kapal~-kapal terse-
but harus memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana diteatu -
kan dalam pasal 314 KUH ~agang sebagai berikut :

Lapal-kapal ludoneisa yang ukurannya paling sedikit

dua puluh meter $si kotor dapat didaftarkan disuatu

daftar kapal sesuval deugzan peraturan-peraturan yang
akan diberikan dengan ordonansi terseandiri. '

Ielam ordonausi itu diatur juga cara peralihan wilik

dan penyerahan kapal-kapal yang terdaftara dalam daf.

tar kapal-kapal yans sedang dibuat dan bagian-bagian
dalam kapal yang demikian itu atau kapal-kapal yang
gedang dibuat.

Talam staatblads 1934 - 78 jo 1935 - 565 yang wulai
berlaku pada tanggal 1 Desember tahun 1935, pasal 2 ayat 1
dari Undang-undang ini menentukan apa yang dinamakan Kkapal
laut Indonesia.

rglam ayat 1 ditegaskan bahwa kapal Indonesia adalah

a. Dimiliki oleh seoraung atau lebih warga negara




Indounesia.

b. Dimiliki untuk dua pertiga bagian oleh seorang
atau lebih warga negara Indoneiesia dan untuk se-
pertiga oleh orang atau lebih penduduk Indonesia
dengan syarat bahwa pemegang buku dari kapal itu
harus warga negara Indonesia yang berdian pula
di Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, telah memperjelas bagi
kita sehubungan dengan pengertian kapal Indoneisa yaitu ka-
lau sebuah kapal dibeli secars bersama-sama antara warga
negara lndonesia deungan penduduk Indonesia non warga negara
yang mana kapal tersebut dua pertiga harganya merupakan sa-
ham warga negara lndonesia maka status kapal tersebut ada-
lah kapal Indonesia.

Setelah dipahami tentang pengertian kapal tersebut
di atas maka untuk pembahasan selanjutnya akan dikemukakan
definisi atau pengertian anak buah kapal ( ABK )i

denurut ketentuan Xitab Undang-undang Hukum lagang
titel 1II1 bagian I pasal 341 ayat 2 dan 3 ditegaskan seba-
bagai berikut :

Ayat 2 anak buah kapal adalah mereka yang terdaftar
namanya dalam daftar bahari.

hyat 3 perwirah-perwirah akapal adalah -anak buah
kapal kepada siapa daftar bahari memberikan pengkat
perwira.

Ketentuan pasal 341 ayat 2 den 3 KUH Dagang yang di
gebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dumak sud
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dengan anak baah kapal \ ABK ) adalah siapa-siapa yang
terdaftar namanya dalam suatu daftar dari semua orang yang
ada di atas kapal, dan daftar tersebut dibuat oleh pihak
pegawai yang diangkat oleh pemerintah, dan daftar tersebut
disebut daftar bahari.

Dafatr babhari ini harus memuat identitas kapal, -nama
nakhoda, nama pengusaha dan keadaan-keadaan anak buah kapal
serta tingkatan kepangkatan dari semua anak buah kapal, dan
daftar bahari terseout harus dibubuhi tanda tangan oleh na-
khoda kapal yang bersangkutan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Wirjono
Prodjodikoro ( 1984 : 113 ) memberikan suatu batasan peag-
ertian anak buah kapal sebagai berikut :

Anak-anak kapal adalah orang-orang yang diangkat

oleh pengusaha kapal untuk bekerja guna dinas kapal

kecuali si nakhoda ( pasal 375 ).

Ditegaskan dalam ayat 3 bahwa tidak termasuk anak-

anak kapal, kuli-kuli dan pekerja lain yang mengang-

kat barang-barang dari daratan ke kapal atau dari
kapal ke daratan dan yang melakukan pekerjaan yang
hanya bersifat sementara.

Pernyataan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpul-
an bahwa yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah orang-
orang yang diangkat seundiri oleh pengusaha kapal untuk di-
pekerjakan dan tidak termasuk nakhoda.

Selanjutnya Sapto Sarjono ( 1985 : 15 ) menyatakan

bahwa yang disebut anak buah kapal ( ABK ) adalah mereka

yang namanya terdaftaf dalam mounserrol ( ps 341 ayat 2 xUHD
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Dengan bertitik tolak dari pengertian anak buah ka-
pal tersebut di atas, dimana anak buah kapal yang dimaksud
adalah orang-orang yang bekerja di a‘as suatu kapal niaga
kapal penumpang negara maupun milik swasta yang kedudukan -
nya sebagai tenaga kerja atau pegawai kapal tersebut yang
didahului dengan suatu kesepakatan kerja atau berupa suatu
perjanjian kerja.

Dalam hubungan ini anak buah kapal tersebut sebagai
dimaksud di atas, adalah anak buah kapal yang sudah ter-
daftar dalam daftar bahari. karena pengangkutan laut meru-
pakan sarana perhubungan yang harus dilaksanakan berdasar -
kan oleh kepentingan umum dan ditujukan untuk membina kesa=-
tuan ekonowi. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu menetap-
kan asas-asas dan dasar-dasar pokok mengenai pengusahaan
dan penyelenggaraan angkutan laut serta segala kegiatan
yang bersifat menunjang angkutan laut.

rada dewasa ini Indonesia telah meiliki armada ni;
aga berupa kapal-kapal yang berbendera Indonesia, baik yang
digunakan untuk pelayaran dalam negeri dengan perkiraan te-
rus meningkat dari tahun ke tahun seperti kenyataannya da-
pat dilihat pengangkutan penumpang di laut oleh beberapa
kapal milik negara maupun kapal mllik perusahaan swasta se-
perti PT Kalla Lines.

hgar pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan laut

dapat terlaksana secara amau tertib dan selamat, maka ka-
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pal yang dipergunakan dalam welakukan kegiatan pengangkutan
sebaiknya diawaki dengan tenaga-tenaga yang cukup terampil
dan jujur serta mampu memelihapa tanggung jawab yang diper-
cayakan kepadanya uatuk meningkatkan perusahaan pengangkut-
an di dalam pelayaran.

Pelaksanaan pengangkutan dewasa ini masih bersumber
pada Undang-undang pelayaran Indonesia yang masih merupakan
produk Belanda yaitu Indhische Scheepsvaartwet No. 700 +ta-
hun 1946 dan peraturan pemerintah tahun 1963. Feraturan Fe-
merintah teraebut bertujuan untuk wmenjamin kelancaran peng-
angkutan yaung aman tertib dan teratur dan murah.

Alat pengangkutan yang dimaksud adalah kapal, untuk
itu mempunyai arti penting, bahkan merupakan faktor yang
menentukan bagi kelancaraan pengangkuta di laut. Kapal seba-
gai alat pengangkutan berfungsi dengan baik harus terja-
min keamanannys sehingga tercapal apa yang menjadi tujuan
atau sasarsn. tang dimaksud dengan keselamatan kapal disiﬁi
dari segi teknis yang meliputi konstruksi kapal, perleng -
kapau dan alat-alat penolong yang harus ada di atas kapal.,

Alats telekomunikasi serta pengadaan kapal sangat
ditentukan oleh ketentuan yang dimiliki oleh para perwira
dan anak buah kapal.

Sebagaimana telah diuraikan tenlang pengertian anak
buah kapal | AB&s ) yaitu oraug-orang yang terdaftar namanya
dalam daftsr bahari. Daftar bahari ini adalah merupakan su-

atu register personil perusahaan pengangkutaa laut yang di
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buat dua rangkap yaitu satu dipegang oleh perusahaan dan
yang lainnya dipegang oleh nakhoda selaku penguasa di atas
kapal. Apabila diperhatikan secara seksama daftar bahari di
atas maka hal tersebut membuktikan adanya hubungan hukum
antara pihak pengusaha pelayaran dengan anak buah kapal se-
bagai pekerja dan pihak pengusaha pelayaran tersebut seba-
bagai majikan.

Pengusaha yang penulis maksud dalam urzian ini ada-
lah suatu bentuk usaha baik milik negara maupun swas%a yang
bergerak dalam bideng pengangkutan di laut, dan memiliki
kapal sebagai alat pengangkut. Adanya hubungan hukum da-
lam hal ini tentu didahului dengan suatu perjanjian atau
kesepakatan bersama untuk melakukan suatu prestasi sehingga
sebelum penulis menguraikan persetujuan kerga di laut anta-
ra pihak pemilik perusahaan ( majikan ) dengan tenaga ker-
ja ( karyawan ) wmaka dirasa perlu untuk memehami definisi
dari perjanjian itu seundiri baik yang dikemukakan para ahli
hukum maupun menurut ketentuan perundang-undangan  agar
kedua belah pihak betul-betul mengerti mana yang merupakan
dan manapula yang merupakan kewajiban. Di samping itu ada-
nya perjanjian tersebut adalah lebih menjamin adany2 kepas-
tian hukum apabila terjadi kesalah-pahaman dalam hubungan
kerja di atas.

Menurut R. Setiawan ( tt : 17 ) menyatakan banwa :
persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri
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terhadap satu orang atau lebih.

oelanjutnya pengertian perjenjian yang dikemukakan
oleh Subekti \ 1979 : 16 ) bauwa : Perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di
mana dua orang salipg berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Ketentuan pasal 1320 KUH Perdata menegaskan sysrat-
syarat sahnya suatu perjanjian antara lain :

1. Sepakat mereka yang meagikatkan.dirinya

2. secakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Suatu hal tertentu

4. osuatu sebab yang halal.

rYengertian perjanjian tersebut di atas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa perjanjian pada prinsipnya ada-
lah dibuat oleh lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan
tertentu dan bagi pihak yang membuat perjanjian harus cakap
meaurut hukum artinya orang yang membuat perjanjian serse-
but harus sehat jasmani dan rohani sudah dewasa untuk ber-
tindak menurut hukum.

Ialam mengadakan suatu perjanjian, seseorang tidak
selalu mempunyai hak dan kewajiban (kedudukan, yang sama
tetapi dapat juga seorang membuat perjanjian dimana salah
satu pihak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pihak
lainnya, dengan kata lain pihak-pihak tidak mempunyai kedu-
dukan ,ang sama/sejajar. cerjanjian inilah yang sering di-
sebut sebagai perjanjian kerja yang banya terjadi antara
pihak pekerja dengan majikan yang mempunayi kedudukan lebih

tinggi. Hubungan kerja baru terjadi setelah ada perjanji




an kerja antara majikan dengan pihak tenaga kerga dimané
pihak tenaga kerja mengikatkan diri untuk bekerja dengan me
nerima upah sebagai imbalan dari pihak majikannya itu yang
mengandung arti bahwa tenaga kerja dalam melakukan pekerja-,
an berada dibawah perintah pimpinan pihak majikan.

Tidak terlepas dari ursian di atas, bukanlah berarti
bahwa - unumnya perusahaan dipimpin oleh pemiliknya atau ma-
jikan melainkan adapula yang dipimpin oleh orang lain yang
karena pengetahuan dan pengalamannya yang dimiliki misalnya
dalam perusahaan petayaran. <~alam perusahaan pelayaran
bergerak dalam bidang pengangkutan barang maupun penumpang
bukanlah pemilik/majikan yang menjadi pimpinan di atas ka-
pal tersebut melainkan orang lain yaung memenuhi syarat wme-
nurut ketentuan perundang-undangan.

rerjanjian kerja laut agaknya berbeda dengan perjan-
jian kerja yang di atur di dalam pasal 1601 a KUd ‘erdata.
Dalam pasal 1601 a KUH Perdata ditegaskan sebagai  Ber-
ikut =

‘ersetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan ma-

na pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya un-

tuk dibawah perintahuya pihak yang lain, si majikan
untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan deng-
an menerima upah.

Sedangkan di delam pasal 195 KUH Dagang disebutkan
sebagai berikut :

Bahwa perjanjian kerja laut ialah suatu perjanjian

antara seorang pengusaha kapal ( reder ) di sata pi-

hak dengan seorang pekerja ( si buruh ) pada pihak
yang lain, di mana pihak si pekerja berjanji untuk -
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melakukan pekerjzan dalam dinas pengusaha kapal un-

tuk melakukan pekerjaan sebagai nakhoda atau anak

buah kapal dengan mendapat upah.

Kedua pengertian perjanjian yang dirumuskan oleh Un-
dang-undang baik rumusan KHU Dagang maupun rumusan KUH Per-
data keduanya wmempersoalkan hubungan kerja antard pihak ma-
jikan dengan pekerja atau buruh.

Tujuan dari kedua perjanjian tersebut di atas adalah
pada prinsipnya untuk menerima upah dari majikan guna men-
jamin kelangsungan hidup dengan keluargamya. -amun jikakita
perhatikan secara seksama dari kedua perjanjian di atas itu
terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada adanya
majikan yang akan memerintah buruhny2 ( pasal 1601 a, KHU,
Perdata ) dan dalan pasal %95 KUH Dagang terdapat istilah
melakukan pekerjaan dzlam dinas pengusaha kapal, nakhodadaa
anak buah kapal.

Pada kedua pasal tersebut yang telah merumuskan ma-
salah perjanjian kerja maka menurut hemat penulis bahwa
istilah si buruh delam pasal 1601 a KUHP adalah sama peng-
ertiannya dengan istilah anak buah kapal dalam pasal 395
KUH Dagang, sedangkan bentuk perjanjian kerja dalam pasal
395 KUH Dagang merupakan perjanjian khusus yang sejati se-
dan perjanjian kerja yang dirumuskan dalam pasal 1601 KUH
Perdata adalah perjanjian kerja pada umumnya.

Perjanjian khusus yang sejati dalam perjanjian kerja
di laut yaitu suatu suatu hubungan antara anak buah kapal

dengan nakhoda sebagai pemegang kekuasaan di atas kapal
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untuk memberikan segala perintah sehubungan dengan bidang -
nya masing-masing. Nakhoda dalam hal ini bukan ma jikan/pe -
milik perusahaan pelayaran melainkan ia sebagal pimpinan
di atas kapal dan telah mendapat kewenaangan khﬁsus dari
pengusaha dan namanyapun telah terdaftar di dalam daftar
bahari.

Setelah dikemukakan rumusan kedua pasal tersebut di
ataé yaitu menurut XUH Perdata dan KUH +aganz, maka selan-
jutnya yang menjadi pokok pikiran yaitu bagaiamana bentuk
perjanjian kerja di laut.

flenurut w. Soedjono ( 1987 : 6 ) bahwa :

Walaupun untuk perjanjian kerja laut itu diharusxan

adalah syarat tertulis, yaitu antara rader dengan

nakhoda dan perwira kapal sendiri dan rader dengan
anak buah kapal dipihak lain namun masih di jumpai
adanya peraturan.

Perjanjian kerja laut antara rader atau pengusaha
kapal dan pekerja yang bertindak sebagai nakhoda atau per-
wira kapal harus diadakan secara tertulis, sedang perjanji-
an antara rader dengan anak buah kapal harus secara mutlak
dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akte.
Akte tersebut selain oleh pejabat yang berwenang untuk itu
juga harus ditandatangani oleh pengusaha kapal dan pekerja
atau karyawan.

syarat lain yang harus dipenuhi dalam membuat  per-
janjian kerja laut antara pengusaha dan anak buah kapal ada
lah pihak yang berwenang membuat akta perjanjian diwajibkan

untuk membacakan isi perjanjian kerja laut tersebut apakah
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ia sanggup untuk melakukan pekerjaan atau tidak. Di  Dalam
pasal 401 KUH Dagang yang berisi ketentuan tentang apa yang
harus disebutkan di dalam perjanjian kerja laut antara ra-
der dan anak buah kapal. Hal-hal yang harus dimuat di dalam
perjanjian kerja laut menurut pasal 401 KUd Dagang adalah:

Nama, nama kecil, tempat kelahiran, pekerjaan,
Tempat dan hari pembuatan perjanjian,

“Psnunjukan kapal dimana pekerja mengikatkan diri-
nya untuk bekerje,

Perjalanan atau jalur yang akan dilayari

waktu untuk mulai bekerja

Penegasan apakah pekerj2 terikat pula untuk mela-
kukan pekerjaan di darat,

Fenetapan waktu untuk kapan mulai bekerja di kapal
Penetapan hari-hari libur,

renegasan berakhirnya hubungan kerja.

WH N —

WO 0= o\ -

Yerjanjian kerja antara pengusaha kapal dan pekerja
yang akan bertindak sebagai nakhoda atau perwira kapal se-
bagaimana telah disebut di atas, maka perjanjian kerja ha-
rus dibuat oleh syabandar. Pada saat perjanjiaun kerja ter-
sebut mulai berlaku maka nakhoda harus menyampa ikan kepa-
da pengusaha kapal pelayaran untuk ditunjukkan kapal yang
akan diawakinya.

Untuk menentukan kapan wmulainya nakhoda dan  anak
buah kapal mulai berdinas, maka hal ini untuk nakhoda di=-
tegaskan dalam pasal 427 untuk anak buah kapal ( ABK ) di-
atur dalam pasal 43%4 KUH Dazang.

Pasal 427 KUd Dagang berbunyi sebagai berikut :

Nakhoda dianggap delam dinas di suatu kapal sejak

hari dimana ia menerima ‘ugasnya di kapal, sampai

hari dimana dibebaskan dari tmcasnya atau ia mele-
takkannya.
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Pasal 427 KUH Dagang hanyalah menentukan tentang
mulainya terhitung dinas séorang nakhoda dan juga mengenal
masa berakhirnya di as tersebut yang disebabkan dari tin-
dakan nakhoda yang meletakkan jabatan.

Selanjutnya di dalam pasal 434 KUH Degang juga dite-
tapkan banwa

Anak buah kapal dianggap dalam dinas dikapal  sejak

hari yang ditunjuk dalam daftar banhari atau bilamana

itu tidak ada, sejak hari dimana dibuat daftar baha-
ri sampai dengan dimana ia dibebaskan dari pekerjaan

di kepal atau meletakkannya.

Kedua pasal tersebut di atas yang wengatur seat wmu-
lainya nakhoda dan anak buah kapal dinas di atas kapal dan
tidak ditemukan penegasan tentang kapan berakhirnya hubung-
an kerja tersebut. Dalam pasal di atas hanyalah menyebutkan
kata dibebaskan dari pekerjaan di kapal atau meletakkannya.

Jadi jelaslah bahwa perjanjian kerja di laut  tidak
secara tegas menyatakan batas waktu ﬁntuk mengakhiri adanya
hubungan kerja antara pihak pengusaha kapal dengan nakhoda,
dan anak buah kapal melainkan dari phhak nakhoda maupun
anak buah kapal dapat memungkinkan mengakhiri perjanjian di
maksud dengan meletakkan jabatan atau mengundurkan diri.

Di dalam kanca pembangunan yang sedang pemerintah
galakkan dewasa ini yang meliputi segala aspek kehidupan,
maka buruh sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa
telah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dengan ada

nya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pe-
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merintah dalam rangka pembinaan dan penzawasan terhadap pa-
ra buruh guna mewujudkan kehidupan perusahaan yang demokra-
si. Maka untux lebih menegaskan partisipasi buruh dalam
pelaksanaan pengelolaan perusahaan, buruh perlu diikut ser-
takan dalam mengatur hak dan kewajiban buruh dan pengusaha
hal tersebut di atas adalah merupakan suatu hal pokok yang
harus termuat dalam perjanjian kerja laut.

Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian kerja laut
apabila dihubungkan dengan perjanjian kerja/perjanjian per-
buruhan pada umumnya adalah bersifat khusus. takhususan da-
lam perjanjian kerja laut itu dengan melihat pasal 395 KUH
Dagang dimana dengan tegas dinyatakan di dalamnya seseorang
yang bekerja pada pengusaha kapal sebagai buruh apakah akan
pertindak sebagai nakhodah atau anak buah kapal.

Jadi pasal 395 KUH Dagang tersebut adalah menetapkan
macam pekerjaan apa yang akan dilakukan si buruh, apakah ia
sebagai nakhoda atau sebagai anak buah kapal sedangkan pada
perjanjian kerja perburuhan tidak dijumpai penunjukkan/ pe-
netapan macam pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh atau
pekerja.

Dalam perjanjian kerja laut atas suatu kapal, pihak
pengusaha kapal dapatl membuat perjanjian tertulis yang si-
fatnya bukan autentik antara nakhoda dan perwira kapal, se-
dangkan bagi anak buah kapal harus membuat perjanjian seca-

ra resmi yang sifatnya autentik yang dibuat oleh syabandar.
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2.2 Fengertian Kecelakaan Zerja di Laut

kecelakaan kerjas yang terjadi dalam suatu lingkungan
perusahaan akan menimbulx<an suatu hak dan kewajiban  karena
adanya hubungan kerja.

derkaitan dengan itu maka sebelum diuraikaa pengerti-
an kecelakaan kerja di laut, ada baiknya dipahami terlebih
dahulu vengertian nubungan kerja menurut pars sarjana antara
lain :

Halili Toha dan Hari Pramono { 1987 : 9 ) wmembderi ru-
musan hubungan kerja sebagal berikut :

Yang dimaksud dengan hubungan kerj2 adalah  hubungan

antara buruh dengan majikan, yang wana hubungaa ter-

geput hendak meaunjukkan kedudukan kedua belah pihak

yang pada pokoknya menggambarkan hak-hak dan kewajib- .

an buruh terhadap majikan dan sebaliknys.

Gunawi Kartasapoetra { 1983 : 29 ) =enyatakan :

sehubungan dengan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan

lahirlah hubungan kerja atau hubungan perburuhan yang

jika ditinjeu dari segi hukum dan perundang-undangan,
yang berlaku sekarang meupuayail arti sebagai berikut:

Kegiastan-kegiatan pengerahan tenaga/ jasa seseorang
gecara terus menerus dalam waktu tertentu dan secara
teratur demi kepentingan orang yang memerintabkannya
. pengusaha/majikaa) sesuai dengan perjanjian kerja
yang telah disepakati bersane.

«iwoho coedjono { 1986 : 1-2 ) menyatakan bahwa

Yang diartikan dengszu hubungan kerje yaitu suatu hu -
bungan antara seorang burubh dengan seorang ma jikan.
dubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pi-

nak yang pada dasarnya wenggawbarkan hak dan kewajib-
an buruh terhadap majikan.

Bertolak dari peugertian tersebut di atas, gehingga

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan
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hubungan kerja adalah ramgkaian pelaksanaan perjanjien kerja
antara pihak pemberi kerja yaitu majikan dengan #3_
kerja untuk melaksanakan suatu prestasi guna menghasilkan
barang maupun jasa dengan ketentuan masing-masing mempnunyail
hak dan kewajiban.

Hubungan kerja tersebut pada dasarnya meliputi kal -

hal sebagai berikut ;

a. Pembuatan perjanjian kerja karena merupakan titik
tolak adanya suatu hubungan kerja.

b. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan dibawah pim-
pinan majikan yang sekaligus merupakan hak majikan
atas pekerjean dari buruh.

c. aewajiban ma jikaa wmembayer upah kepada buruh seka-
ligus merupaian hak buruh.

d. Berakhiraya hubungan kerja yang harus diselesaikan
sebaik-baiknya.

Setelah dipahzmi pengertian hubungan zerja tersebut

di atas, maka selanjutnya akan diuraikan pengertian kecela -
kaan kerja di Zzut.

Suma‘'mur \ 1981 : 5 ) merumuskan kecelakaan sebagai

berikut :
Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan ticak
diharapkan.
Takterduga oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak
terdapat unsur kesengajaan lebih-lebih dalam unsur
perencanaan. Maka dari itu peristiwa sabotase atau

tindakaa kriminil di luar ruang lingkup kecelakaan
yang sebenarnya. Tidak diharzpkan oleh karena peris -
tiwa kecelakaan d sertai kerugian material ataupun
penderitaan dari yang paling ringan sampail yang berat .
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Kecelakaan akibat kerja adalah merupakan peristiwa
tiba-tiba weanimbulkan. hak bagi pekerja dan kewajiban da-
gi perusahzan atas dasar hubungan kerja dalam suatu lingkung
an perusahaan. Hak bagi pekerja adalah mendapatkan ganti ke-
rugian untuk pemulihan kembali akibat kecelakaan tersebut.

Kadang-kadang kecelakaan akibat kerja diperluas ruang
lingkupnya sehingga meliputi jugs xecelakaan-kecelakaan ker-
ja yang terjadi pada saat perjadanan atau transpor ke dan
dari tempat kerja. Kecelakaan-kecelakaan di rumah atau wak-
tu rekreasi 2tau cuti dan lain-lain adalah di luar makna
kecelakzan akibat kerja sekalipun pencegahannya sering dima-
sukkan kepada kecelakazn umum hanya saja menimpa tenaga ker-
ja di luar pekerjaznny2.

Kecelakaan pekerja di laut pada prinsipnya tidak ber-
beda dengan kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan lain-
nya yang membedakan dalam hal ini hanyalah tempat atau wila-
yah terjadinya kecelakaan kerja tersebut.

2.% Fengertian Pertaunggungan Laut

Sebelum diuraikan lebih jauh mengeunai pertanggungan
laut seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang  Hukum
Dagang pada buku 11 titel IX, maka dirasa perlu untuk mengsa-
t2vui definisi pertanggungan itu sendiri menurut pendapat
para sarjana maupun menurut Undang-undang.

Pasal 246 KUHD ditegaskan sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah gsuztu perjanjian
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di mana penanggung idengan menikmati suatu premi mengﬁ
+kat dirinys terhadap tertanggung untuk membebaskan -
nyz dari kerugian karenz kehilangan yang akan dide-
rita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti?

Lalam praktek dewasa ini di Indonesia sehubungan pe-
makaian istilah kadang-kadang ada yang menggunakan istilah
asuransi sdapula yang memakai istilah pertanggungan. Peristi
lahan asuransi menimbulkaen asuradeur atau assurador bagi pe-
nanggung atau yzng diasuransiken bagil tertanggung.

Pendapat lain yang dikemukakan parz sarjana adalah
sebagai berikut :

1. M.H. Tirtaamidjaja dalam diktat hukum dagang I1 (H. Osman

Bosra 1979 : 1 ) menyatakan :

Asurausi ( insurance ) adzlah suatu persetujuan dima-

na si penanggung ( iansurer) berjanji kepada yang mem-

pertanggungkan ( insured) yang mesti membayar premi

( premium ) untuk memberi kepadany2 penggantian keru-

gizn karena kehilangan, kerugian atau karena tiada

mendapat keuntungan yang diharapkan yang dapat dide-
rita oleh yang mempertanggungkan itu oleh suatu peris~
tiwa yang tidak dapat dipastikan..

o. J.E. Kaihatu ( H. Osmzn Bosra ibid )

Pertanggungan atau asuransi itu adalah jaminan  yang
sepanjang hal ini dapat dilakukan dan bertujuan untuk
menutup segala kerugian yang dapat diperhitungkan da-
lam bentuk uang, kerugian mena mungkin telah diderita
oleh seseorang sebagai akibat dari kerusakan atau
turuanya harga barang atau benda yang dipertanggung -
kan itu sesudahnyz barang-barang 2tau benca itu meng-
alami kerugian karena sebab-sebzb tertentu:

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diuraiakan di
atas, makz dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasar-
nya rumusan-rumusan tersebut adalah sama yaitu tipp-tiap ru-

musan asuransi terkandung tiga unsur pokox yaitu 3
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1. Adanga tertancgung \ “?i;;ﬂm;"#;
¥aitu adanya kewajiban untu;"mmembayar sejumlah
uang sebagai prewmi kepada pilhak penanggung.
2, Adanya penanggung
Yaitu timbulnya kewajiban untuk membayar se jumlah
vang pada pihak tertanggung apabila unsur ketiga
terjadi.
%, Adanya peristiwa yang belum tentu terjadi
faitu peristiwa yang tidak dapat ditentukan kapaun
terjadinya.
sengertian tersebut di atas adalah pengertian asuran
si secara umum yang berlaku baik untuk asuraunsi kerugian
maupun asuraunsi jiwa.
Dalam hubungan itu Radi Purba { 1980 : 1 ) bahwa :
Penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian
tertanggung yang diakibatkan oleh kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang diderits tertanggung karena suatu per-
istiwa yang tidak diketahui atau tidak diduga lebih dulu.
Tentang pertanggung Jawaban pengusaha pelayaran atas
perbuatan-perbuatan para buruh di dalam Kitab Undang-undang
Hukum Dagang pada beberapa pasal mengatur secara khusus per
tanggungan laut, antara isin buku I1 titel IX meliputi -pa-
sal 592 sampai pasal 685 dan titel mana ditegaskan tentang
pertanggungan terhadap bahaya - pahaya di laut dan perbu-

dakan.
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Menurut pasal 246 KUH Dagang pertanggungan pada umum
nya adalah suatu persetujuan dalam mana pihak yang menjaain
atau berjanji terhadap pihak yang dijamin untuk dengan we-
nerina sejumlah uang premi, mengganti kerugian yang wmungkin
diderita oleh terjamin yang merupakan akibat dari suatu pe-
ristiwa yang belum terang akan terjadi.

Jraian tersebut di atas menampakkan adanya pemikiraa
untung~untungan, apabila kemudian ternyata kerugiaq-itu ti
dak terjadi maka tentunya Jjumlah uang premi tetap menjadi
milik pihak penaunggung, jadi mereka untung sedang apabila
kerugian kepada pihak yang dijamin maka tentu yang menja -
pmin harus membayar ganti rugi kepada teritanggung jadi pihak
yang belakangan {nilgh yang untung dan plhak penanggung itu
pvenderita kerugian. Tetapi rugi dalam hal ini perhitungan -
nya seimbang dengan keuntungan-keuntungan yaung menerima da-
lam lain-lain persetujuan pertauggungan.

Bentuk pertanggungan laut sebagaimana yang ditegas-
kan di dalam pasal 255 KUHD bahwa semua pertanggungan jadi
tidak berarti hanya pertanggungan laut saja harus dibentuk
gecara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis. Pe-
nyebutan polis dalam polis ini sudah selayaknya seperti tgl
nama para pihak, ujud barang yang dipertanggungkan.

Obyek pertanggungan laut igu adalah yang harus di-
jewin keselamataunya sebagaimana yang dirumuskan d¢i dalam

pasal 593 sebagai berikut :
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a. tubuh ( casco ) dari kapal dengan segala barang-

barang isinya yang perlu untuk pelayaran

b. Segala baraang-barang muatan

c. Untuk yang dapat diharapkan dari pelayaran

d. Upah pengangkutan

e. Bahaya akan diperbudakkan di tengah laut.

Jalam pesal 687 Kitab Undang-undang Hukum Lagang di-
nayetakan pula pertanggungan-pertanggungan yang berpokok
atas kemungkinan-kemungkinga bahaya pengangkutan di darat di
sungai-sungai atau perairan pedalaman pada umumnya menurut
keadaan-keadasn diatur oleh peraturan-peraturan undang- un-
dang tentang pertanggungan-pertanggungan laut.

Hal yang sama terjadi dalam hal pertanggungan sungai-
sungai dan perairan pedalaman bilamana barang-barang dipinda
muat dalam kapal-kapal lain kecuali bilamana pertanggungan
diadakan atas barang-barang ya2ng harus dimuat dalam kapal
tertentu. vahkan uraiasa yang terakhir ini dalam hal di-
pinda-muat dalam kapal-kapal lain, bahaya te&ap berjalan te-
rus untuk perhitungan penanggung bilamanspemindah-muatan itu
terjadi untuk mengangkst kapal pada waktu air dangkal atau
kaprena alas:zn-alasan lain yang perlu. Hal ini ditegaskan di

dalam pasal 693 KUH Llagang.




BAB III

PERLINDUNGAN PEKERJA YANG MENGALAMI KECELA- ’

KAA KERJA DI LAUT PADA PT KALLA LINES

Sebelur penulis menguraikan lebih jauh isi sub bab
dalam bab ketiga ini maka dirasa perlu diketahui keadaan te
naga kerja PT Kalla Lines, baik yang ada di kapal - waupun
tenaga kerja di darat ( perkantoran ).

Pada lokasi penelitian penulis yakni pada Kantor PT
Kalla Lines Ujung Pandang telah diperoleh data ketenagaker-
jean sebagai berikut :

1. Karyawan darat berjumlah 120 orang

2. Karyawan di laut 452 orang

%, Jumlah karyawan seluruhunya 572 orang.
ad.1 Karyawan darat meliputi :

a. Direktur utama

b. Direktur

c. Manager

d. Kepala cabang

e. Kepala bagian

f. Karyawan.
ad.2 Karyawan laut meliputi :

a. Nakhoda

b. Mualim 1

c. Mualim Il

d. Mualim III

e. Mualim 1V.

28
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Karyawan yang tersebut di atas semuanya tergolong
perwira deck, sedangkan perwira bagian mesin adalah :

a. KkM ( nepala samar Mesin )

b. Masimis 1

c. Masinis 1I

d. Masinis I1I1

e. Masinis Iv

headaan tenaga kerja atau karyawan tersebut di atas
yang terdiri dari 452 personil (daryawan, semuanya bertu-
gas di atas 11 Armada \ kapal ) penumpang yang mempunyai
bidang tugas atau jabatan masing-masing. '

Karyawan-karyawan tersebut sebelum bekerja di atas
kapal atau di laut telan mengadakan perjanjian kerja secara
perorangan dalam bentuk tertulis kecuali nakhoda, perjanji-
an mana dibuat dihadapan instansi yang berwenang yaitu sya-
bandar yang kemudian masing-masing pihak yang berkepenting-
an membubuhi tanda tangan perjanjian tersebut.

Pada karyawan-karyawan yang bertugas di darat penu-
1is tidak meneliti sampai kesana menyangkut dasar hubungan
kerja antara PT Kalla Lines.

Setelah dikemukakan keadaan tenaga kerja PT Kalla
Lines di atas, maka untuk selanjutnya akan dikemukakan su-
atu musibah yang menimpah salah satu karyawan 2T Kmlla Li-

nes pada KM Athira dan sebab-sebab yang menimbulkannya ke-
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celakaan tersebut.
3.1 Penyebab timbulnyz kecelakzan kerja di laut

Berbicara tentang penyebab timbulnya suatu kecelakaan
sebaiknya diambil suatu perbandingan dengan usaur kelalaian,
atau kealpaan gztau kurang memperhitungkan kemungkinan  yang
timbul. lUari unsur tersebut di atas yakni kelalaian sebagai
kontra dari kesengzjaan atau karena kurang hati-hati adalah
merupakan ukuran yang paling tepat untuk menentukan nilai
akibat yang ditimbulkan.

Kurang hati-hati dalam hal ini mempunyai pengertian
yang sama dengan kesalahan, tetapi apabila diteliti secara
segsamz sebenarnya kesalahan tersebut berorientasi pada =

a. Jari kurang berhati-hati sedikit sampai kurang ber

hati-hati yang agak besar.

b. Dari semborono sedikit sampai semborono besar

c. Kesengajzan

d. Salah berbuat sesuatu dalam hal orang sepatutnya

harus Dbertindak.

Adapun ukurannya sampai di mana sesuatu perbuatan da-
pat dikategorikan telah melakukan usaha penghati-hatian hal
ini dari tindakan dari orang yang dibayangi suatu peristiwa,
untuk menghindari adanyan suatu kxemungkinan menimbulkan ke-
rugian dan penderitaan bahkan ancaman maut sekalipun. Ber-
tolak dari uraian di ates, maka peristiwa yang menimpa kece-

lakaan terhadap seorang tenaga kerja PT Kalla Lines yang di-
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jadixan pokok kajian dzlam skripsi ini yanc duduk persoalam-

nya sebagai berikut :
sekitar bulan Maret tahun 1932 telah terjadi kecela -
kaan kerja di atas kapal Ki Athira, tepatnya di Pela-
buhan Tanjung Priuk pada saat kapal hendak merapat di
dermaga. Adapun korban bernama Hendrik sadolaka, ke-
dudukan di atas ~apal ikm Athitrah, sebagai tenaga pem
bantu dan mempunyai masa kerja selama 1 tahun.
Kecelakaan tersebut terjadi di mana tali kapal  yaug
di buang ke darat_tidak sampai sehingga Jjatuh ke laut
ialu terlilit cibaling-baling kapal yang sementara
terputar, pada saat itu pula menurut wawancara penu-
lis pada tanggal 29 Agustus 1992, diperoleh  kete-
rangan dari Ronald. R. gelaku Mualim I B, &M Athira,
bahwa : pada saat tali jatuh ke laut dan terlilit di-
baling-baling kapal yang sementara berputar, Headrik,
Sadolaka , tanpa diperintah turun ke laut dan lang -
sung ﬁenyelam, maksudnya untuk membuka tali yang ter
1il1it dibaling-baling kapal, tetapi usahanya gagal
malahan membawah korban bagi dirinya sendiri.
Pada sszat itu hendrik Badolaka meninggal di bawa laut
akibat kena putaran baling-baling kapal dan selanjut-
nya dimusyawarakan di atas kapal oleh para perwira
kemudian di angkut ke Ujung randang untuk dimakamkan

keluarganya.
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Peristiwa tersebut di atas, sunzzuh tidak masuk akal
apabila diperhatikan dari sudut kedudukan korhan di atas ka-
pal, yaitu korabn hanyalah merupakan tenaga pembantu atau
dengan kata lain karyawan lepas \tidak tetap) dimana pada
gaat dibutuhkan baru dipanggil untuk ikut kapal seperti ka-
lau kapal KM Athira hendak berangkat dari Ujung fandang ke
rans saja yang padat dengan penumpangnya waka korban dipang-
gil sebagai tenaga pembantu untuk mencuci piring serta kebu-
tuhan makanan penumpag, setelah kapal xembali ke Ujung Pan-
dang biasanya korban diistirahatkan lagi.

Sehubungan dengan persoalan di atas, maka wmustahil
kalau pekerjaan yang dikerjakan 1itu tanpa perintah oleh pi-
hak tertentu, sebab mana mungkin korban bisa berani turun
ke laut tanpa ada yang ditakuti disaat itu, selain itu kema-
tian koroan tidak dilaporkan oleh anak bush kapal ke <rolisi
sehubungan dengan peristiwa atau kecelakaan tersebut, untuk
itu kematian korban dipandang dari susut hukum perlu menda-
pat tangsapan bagi para penegak hukum utamanya pihak penyi-
dik untuk mengetahui sebab-sebab kematian/kecelakaan terse-
but, dimana kecelakaan yaung menzakibatkan kogban jiwa perlu
diketahui letak kesalahan sebagai peayebab korbaz meninggal
dunia, karena hal ini penting sebagai ukuran untuk menghin -
dari adanya tanggapan serta kepeantingan keluarga korban 1itu
sendiri.

Kecelakaan sebagaimana yang dikemukakan pada ura2ian
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tersebut tidak diselesaikan menurut ketentuan hukum pidana
yang berlaku maupun hukum perburuhan sehingga penulis tidak
menguraikan apakah kegalahan tersebut ada pada si korban itu
sendiri atau ada faktor lain yang menyebabkan meninggalnya
korban tersebut. #enyangkut masalah jaminan sosial atau san-
tunan yang diberikan ahli waris kor@ban akan dikemukakan pe-
aulis dalam uraian sub bab berikutnya.

3.2 Ganti rugi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

di laut

Pengertian ganti rugi selain yang diatur dalam per-
aturan pemerintah ( PP No. 33 tahun 1977 ) yang mana secara
khusus mengatur ganti rugil kepada korban kecelakaan kerja
juga para sarjana hukum memberikan pengertian tentang ganti
rugi antara lain :

M. Yahya Harabap ( 1982 : 66 ) menyatakan bahwa :

"Ganti rugi ialah kerugian nyata atau fietelijke na -

deel, yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Lebih

lanjut beliau mengatakan bahwa kerugian nyata ini di-

tentukan oleh suatu perbandingzan keadaan yang tidak

dilakukan olep pihak debituri/,

Pengertian ganti rugi yang dirumuskan di atas, adalah
menyangkut masalah kelalaian atau wanprestasi dalam suatu
perjanjian sebagaimana yang diautur dalam KUH Perdata.

denurut Imana-oepomo ( 1972 : 204 ) dinyatakan seba-
gai berikut :“Jikalau buruh weaninggal dunia akibat kecelaka-

an kerja yang demikian itu maka kewajiban membayar kerugian

berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkan?-
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Hal-hal yang biasa pula menyebabkan kecelakaan di

laut adalah :
1. psahaya taufan

2. Kandasnya kapal

3. Tenggelamnya kapal
4. Perbuatan kekerasan pihak ketiga.

Ketentuan-kxeg&entuan mengenai terjadinya kecelakaan
dalam perusahaan terdapat dalam pasal 11 UU No. 1 tahun 1970
tentang keselamatan kerja. Dalam pasal 9 UU Fo. 1 tahun 1970
ditegaskan bahwa : Pengurus diwa jibkan melaporkan tiap kece-
lakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, ke-
pada pejabat yang ditunjuk oleh menteri Tenagz Kerja.

Penegasan pasal tersebut di atas, apabila dihubungkaan
dengan kasus yang terjadi di atas kapal KM Athirah, wenurut
hemat penulis bahwa musibah yang terjadi sehubungan dengan
adanya hubungan kerja tidak dilaksanakan sesuail kehendak
Undang-undang oleh karena kenyataannya kecelakaan kerja ter-
sebut tidak diselesaikan oleh pihak yang berwenang melainkan
diselesaikan sepihak saja oleh perwira deck dan aBK untuk
memberikan uang duka kepada ahli waris korban taenpa .diuzut
apa peanyebab korban meninggal dunia, namun sudah nampak hal-
hal yang berkaitan dengan meninggalnya korban yaitu korban
tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan maut mengintai se-
hingga langsung turun ksz lzut untuk membuka tali kapal yang

terlilit pada baling-baiing kapal yang sementara jalan.
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Pysrant

Tindakan-tindakan tersebut oleh pihak perwira zapal

adalah penyimpangan dari ketentuan pasal 9 ayat 1 UU No. 1
tahun 1970 yang telah dikemukakan di atas. _

Demikian pula ganti rugi yang diberikan namun gsifat -

nya bukanlah merupakan ganti rugi tetapi dengan istilah uang
duka. Menurut hemat penulis terjadinya kecelahaan tersebut
'di atas, karena a2danya hubungan kerja antara korban dengan
perusahaan namun secara tidak langsung artinya tidak adanya
suatu ikatan formil dari korban terhadap pemilik perusahaan
yakni PT Kalla Lines. osehubungan dengan itu perlu pula dike-
tahui bahwa sekalipun tidak ada ikatan formil dalam bentuk
perjanjian kerja antara PT Kalla Lines dengan korban tetapi
mengundeng pertanyaan bahwa siapakah yang memperbolehkan si
korban sebagai tenaga pembantu di atas kapal EM ithira ?
Apakah Nakhoda atau ABK ? Sebab konsekuensinya tidak mungkin
korban melakukan suatu pekerjaan di atas kapal tersebut ka-
1lau nskhoda melarang sebelumnya, karena nakhoda dapat ber-
tindak selaku wakil pemilik kapal tersebut, untuk itu pantas
kalau pihak perssahaan memberi jaminan sosial atau ganti ru-
gi terhadap keluarga korban dengan mengambil pedowan sebagail
mana yang telah di tegaskan dzlam perafuran perundang-undang
an perburuhan yang dihimpun oleh Ramdlon Naning ( 1982 : 52-
5% ; sebagai berikut :

a. Biaya pengangkutan buruh yzng mendapat kecelakaan
kerumahnya atau ke rumah sakit.

b. Biaya pengobatan dan perawatan buruh yang mendamt
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xecelakaan termasuk pula biaya pembelian obat-obat
dan alat-alat pembalut sejak kecelakaan terjadi
sampai berakhirnya keadaan sementara tidak mampu
bekerja.

c. Biaya untuk mengubur ouruh yang meninggal dunia
karena kecelakaan banyaknya Rp. 125. 000. ( seras
tus dua puluh lima ribu rupiah ).

Peranyataan tersebut di atas, apabila dihubungkan
dengan kecelakaan kerja mengakibatkan Hendrik padolaka men-
jadi korban jiwa, oleh pihak perusahaan melalui hasil musya-
warah telah memberikan kepada keluarga korban uang tunai se-
banyak Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) uang tersebut
oleh sakhoda Em Athira sebagaimana didalam wawancara penulis
diperoleh keterangan bahwa sejumlah uang tersedut itu adalah
termasuk. uang duka, uang penguburan serta biaya untuk pe-
nerbangan dari Jakarta ke Ujung Pandang, juga termasuk uang
jasa dan uang pengabdian.

Dalaz hubungan ini pasal 1 ayat 2 Peraturan Xecelaka-
an kEerja pelaut .io. 447/1340 berbunyi : Jika pelaut menings
gal dunia karena akibat sesuatu kecelakaan sebagai termaksud
pada ayat 1 kewajiban tersebut berlaku terhadap keluarga si
korban yang ditinggalkannya. Pasal 1 ayat 1 dalam peraturan
di atas berbunyi 3

Majikan wajib memberi kepada seorang pelaut yang men-

dapat kecelakaan dalam hubungan dengan pekerjaannya

di atau untuk kepentingan suatu kapal yang diwajibkan

dalam peraturan ini. lalam melaksanakan peraturan ini

dianggap sebagai kecelakaan juga kehilangan perleng -

kapan yang dikarenakan suatu kecelakaan kapal.

Ketentuan pasal tersebut di atas, tidak ditegaskan bah
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wa ganti rugi tersebut khusus bagi anak buah kapal ( .BK )
sehingga menurut hemat penulis ganti rugl yang dimaksud juga
berlaku bagi korban dalam kasus yang telah dikemukakan ter-
dahulu sekalipun tidak merupakan anak buah kapal.

Hal tersebut di atas adalah erat hubungannya dengan
ketentuan pasal 5 ayat 2 Feraturan Kecelakaan Felaut No.447/
1940 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa pelaksanaan per-
zturan igi, dipandang pula sebagai pelaut walaupun mereka
tidak menerima upah, para magang, murid, penumpang yang we-=
lakukan pekerjaan pelaut .dan orang semacam itu yang beker-
ja di atau kepentingan kapal yang diwajibkan memberi tun-
jangan.

Jika peadaut karena kecelakaan meninggal dunia, maka
ahli waris yang ditinggelkan-menerima suatu pembayaran uang
sekaligus sejumlah :

a. 360 kali upah sehari untuk janda/duda, jika ada
lebih dari seorang janda pembayaran itu dibagi me-
rata.

b. 120 kali upah sehari untuk tiap anak dengan peng-
ertian bahwa tunjangan untuk semua anak bersama-sa-
ma berjumlah tidak lebih dari 240 kali upah sehari
jika ada lebih dari seorang anak pembayarannya itu
dibagi merata antara mereka. Hal ini dietur dadam
pasal 11 ayat 1 Peraturan Kecelakaan pelaut No,447

tahun 1940.
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3.3 akibat Yang Ditimbulkan ‘Oleh Kecelakaan Kerja di Laut

Dengan dibuatnya perjanjian kerja laut antera anak
buah kapal disatu pihak dan pemilik perusahaan pelayaran di
lain pihak maka timbullah suatu hak dan kewa jiban bagi  ma-
sing-masing pihak baik bagi pengusaha pelayaran maupun bagi
tenaga kerjanya yaitu nakhoda dan anak buah kapal.

Pengusaha pelayaran sebagai majikan yang kedudukannya
sebagai akibat adanya._perjanjian kerja laut dengan  nakhoda
dan anak buah kapal sébagai buruh, maka pengusaha pelayaran
dituntut untuk bertanggung-jawab atas perbuatan-perbuatan
para buruhnya.

Ketentuan seperti di atas dapat kita jumpai di dalam
pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

/3eseorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuataanya seundiri, tetapi
jugz untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan
orang-orang yang menjadi tanggungannya -atau disebab -
kan oleh barang-barang yaung berada di bawah pengawas-
annya«.

Ma jikan-ma jikan dan mereka yang mengangkatuya orang
lain untuk mewakili urusannya mereka itu bertanggung - jawab
tentang kerugian yang diderita a2tau yang diterbitkan pelayan
atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan ma-
jikannya.

Pengusaha pelayaran terikat oleh perbuatan-perbuat-
an hukum yazng dilakukan oleh mereka yang dalam dinas  tetap

atau sementara dari kapal itu di dalam pekerjaannya dalam

lingkungan kewenangaunya.
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Pengusaha pelayaran bertanggung-jawab terhadap keru-
gian yang ditimpahkan pada pihak ketiga karena adanya perbu-
atan melanggar hukum dari mereka yang dalam dinas atau se-
mentara pada kapal karena jabatannyz 2tau kerena melaksana -
kan kegiatannya ada di kapal melakukan vekerjaan untuk kapal
atau wmuatan., Hal ini diatur dalam pasal 321 KUH Dagang.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 321 KUH Dagang
dan pasal 1367 KUH Perdata tersebut di atas sebenarnya meng-
andung makna yang sama, yakni bahwa seseorang karena perbu-
atannya sendiri tidek hanya dapat dipertanggung-jawabkan se-
cara pribadi, nszmun ia dapat dipertanggung-jawabkan pula
atas perbuatan-perbuatan orang lain, sedangkan yang dimaksud
dengan perbuatan itu secara yuridis ada dua macam perbuatan,
yaitu perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melang
gar hukum. |

Perbuatan menurut hukum adalah perbuatan oleh  pihak-
pihek yang terikat dalam suatu persetujuan dilaksanakan se-
bagaimana mestinya yaitu dikehendaki oleh masing-masing pi-
hak yang mengadakan persetujuan. Se.angkan perbuatan yang
melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendi
salah satu pihak sehingga mengakibatkan adanya kerugian juga
perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum si pembuat itu
sendiri untuk itu perbuatan melaunggar hukum itu bagi si pem-
buat oleh undang-undang diwajibkan mengganti kerugian seba-

gai akibat dari perbuatannya.
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Sepanjang uraian sub bab di atas adalah merupakan pe-
menuhan akibat perjanjian kerja di laut antara pihak pengusa
ha pelayaran dengan buruhnya. Uraian selanjutnya adalah me-
nyangkut akibat yang ditimbulkan oleh adanya kecelakaan ker-
ja di laut.

Sebagaimana tela} dikemukakan penulis terdahulu dalam
suatu kasus yang menimpa tenaga kerja pembantu di atas kapal
KM Lthirah milik PT Kalla Lines, yang mengakibatkan mening-
galnya korban tersebut karena kurang hati-hati dan juga - bu-
kan porsinya yang pantas dilakukan. Hal ini adalah merupakan
salah satu akibat kecelakaan kerja di laut, untuk itu dapat
dipahami bahwa sebenarnya akibat kecelakaan di laut besar ke
mungkinan membawah kerugian baik kerugian materil maupun ke-
rugian-kerugian lainnya terhadap pihak pengusaha pelayaran,
anak buah kapal dan pemerintah.

Sehubungan dengan itu maka dirasa perlu adanye pola
pembinaan secara. khusus dari pihak pemerintah yakni Depar-
temen Perhubungan Laut dan «~ngkatan Laut untuk membekali pa-
ra anak buah gapal milik perusahaan swasta baik kapal yang
diperuntukkan dalam dunia niagz terlebih-lebih bagi pelayar-
an pengangkutan penumpang, sehingga para anak buah kapal da-
pat membenahi diri serta sadar untuk melakukan pekerjaan di
bidang orang lain dengan maksud mencegah adanya kejadian se-
perti yang dialami kordan pegawai pembautu kapal KM Athirah

tersebut di atas.




BAB IV
PELAKSANAAN PERLIWLUNGAN PEKERJA YANG MiNGALAMI

EECELAKAAN DI LAUT PADA PT. KALLA LINES

4.1 Tinjauan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja

_Lalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dewasa
ini s@saranutama adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa
gsecara merata bagi semua golongan dan tingkat anggota masya-
rakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tenaga kerja mempunyail
peranan dan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang,
untuk berhasilnya pembangunaun nasional. Tenaga kerja yang
mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan yang produktif se
hingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan per-
lindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kese jahte-
raan. .

Maka sudah tiba saatnya untuk melakukan usaha yang
lebih nyata untuk memelihara dan meningkatkan kesejahterazn
tersebut terutama ditujukan terutama ditujukan kepada kese-
jahteraan kini den di hari tua yakni pada saat mereka tidak
mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha peningkatan
tersebut dilakukan melalui sistem asuransi sosial.

Lsuransi sosial bagi tenaga kerja pade hakekatnya mem
punyai beberapa aspek, seperti jaminan keperluan hidup bagi
tenaga kerja berserta keluarganya, dan merupakan penghargaan
kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pi—.

kirannya.
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Penyelenggaraan zsuransi sosial tenaga ker ja pada
dasarnya mencakup ruang lingkup dan tujuan yang luas sehing-
ga wenimbulkan konsekuensi pembiayaan yang luas pula dan pa-
da hakikatnya pembiayaan progranm tersebut akan merupakan
beban masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam
penyelenggaraannya perlu sekali diadakan pentahapan - penta-
hapan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat yang ber-
kaitan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja akan jaminan
sogial sosial yang dimaksudkan, maka dalam peraturan pemerin-
tah ini di atur penyelenggaraan asuransi sosial tenaga kerja
dan program tabungaun hari tua ( THT ) yang dikaitkan dengan
asuransi kematian.

Risiko sosial ditimpa kecelakaan kerja akan menga-
xibatken hilang atau berkurangnya penghasilan tenaga kerja,
untuk itu perlu melindungi tenaga kerja terhadap risiko ter-
sebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 2 ta-
hun 1951 yang mewa jibkan pengusaha untuk membayar tunjangan
kepada tenaga kerja yang ditimpa kecelakaan.

Struktur perekonomian Indonesia dewasa ini sebagail
konsekuensi pembangunan nasional cenderung untuk weningkat-
kan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang
menggunakan peralatan—peralatan besar dan tehnologi  modern
serta bahan-bahan kimia sehingga dengan demikian makin besar
pula kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit

akibat hubungan kerja.
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iarena kemampuan keuangan perusahaan belum semuanya memadai
demikian pula tingkat pengetahuan dari pemilik perusahaan
maupun tenaga kerja mengenail hak dan kewajibannya.

Jaminan sosial tenaga kerja ( Jamsostek ) adalah seba
gal bagian dari program jaminan sosial tenaga kerja dengan
tujuan antara 3aain untuk meningkatkan kepastian pelaksanaan
hak tenaga kerja sehubupgcan dengan kecelakaan kerja dan se-
kaligus meratakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewa=-
jibannnya.

Aspek lain dari jaminan sosial tenaga kerja adalah un
untuk melindungi segala risiko di hari yang akan mengakibat
kan terputusnya penghsilan tenaga kerja.

Salah satu kebutuhan tenaga kerja di masa tuanya ada-
lah jeminan tersebut sebagai tabuungan hari tus dapat diman -
faatkan pada waktu tidak mampu lagi tenaga atau waktu mende-
rita cacat maupun pada waktu meninggal dunia. Untuk membantu
mewu judkan adanya dana tersebut pemerintah mengeluarkan su-
atu Undang-undang yaitu Undang-undang No. 3 tahun 1992 yang
menzatur secara khusus jaminan sosial tenaga kerja sebagal
pengganti Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 (A3TEK) .

sehubungan dengan berlakunya Undang-undang No. 3/1992
yang khusus mengatur jaminan sosial tenaga kerja berarti ada
perkembangan lebih maju lagi di bidang ketenaga kerjaan se-
hingga keadaan-keadaan yang tadinya dirasa kurang mengikuti

perkembangan setelah berlakunya UU ini sudah tecipta suatu
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suasana baru dalam hal ketenaga'kerjaan. Tidak berarti bahwa
isuransi Sosial tenaga Kerja yang dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Jo. 33 tahun 1977 yang terdiri dari IX
Bab dan 24 pasal yang taip bab berisi :

Bab 1 berisi ketentuan umum, bab 2 berisi kewajiban
perusahaan dan tenaga kerja, bab 3 berisi iuran asuransi ke-
celakazn kerja, bab 4 berisi jaminan kecelakaan kerja, bab 5
berisi iuran tabungan hari tua, bab 6 tabungan hari tua bab
7 iuran asuransi kematian, bab 8 jaminan kematian, bab 9 ber
isi pemindahan hak, bab 10 keringanan pajak, bab 11 badan
penyelenggara, bab 12 ketentuan peralihan, bab 13 ketentuan
pidana dan bab 14 penutup.

3istematis dari peraturan pemerintah tersebut di atas
dilengkapi lampiran sebagai berikut :

1. Jaminan Kecelakaan Lerja

A, Ganti rugi
1. Tunjangan selama tidak manpu bekerja 120 hari
100 % x upah, selanjutnya 50 % x upah
2. Cacat total/sebagian dibayar sekaligus
3, rematian dibayar sekaligus
4. Uang kubur Rp. 30.000.-

B. Pengobatan/perawatan
1. Ungkos pengangkutan 100 70

2. Obat 100 »
3. Dokter 100 #
4. Operasi 100 »
5. Ronggen, laboratorium 100 7
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6. Perawatan Puskesmas, Rumah oakit Umum

Kelas II : 100

“T. Gigi 100
8, Mata 100

- 9. Lain-lain 100

C. Penyakit akibat hubungaa kerja dan jaminan

%
7
%-

ganti

rugi dan pengobatan/perawatan sama dengan A dan B

D, Batas maksimum seluruh biaya yang dikeluarkan

untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada B.

sampai 9 maksimum Rp. 50.000.

1I. Tabel prosentase tunjangan cacat tetap

Macam cacat tetap dan sebagian

Lengan kanan dan sendi bahu kebawa
Lengan kiri dan sendi bahu kebawa

uengan kanan dari atas siku kebawa

Lengan kiri dari atas siku kebawa

Tangan kanan dari atas pergelangan kebawa
Tangan kiri dari atas pergelangan kebawa
Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawa
Sebelah kaki dari pangkal kaki ke bawa
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawa
Kedua belah mata

oebelah mata

Pendengaran pada kedua belah telinga
endengaran pada kedua belah telinga

Ibu jari tangan kanan

Ibu jari tangan kiri

Telunjuk tangan kanan

Telunjuk' tangan kiri

40
35
35
30
30
30
28
70
35
50

25 7

70
30
40
15
12

—

-
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salah satu jari lain tangan kanan 4 %
salah satu jari lain tangan kiri 3 %
oalah satu ibu Jjari kaki 3 %
salah satu jari kaki lain 2 7.

4.2 Peranan Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Secara mendasar program asuransi sosial tenaga kerja

‘ ( ASTEK ) bertujuan uatuk memberikan perlindungan sosial dan

ekonomi bagi tenaga kerja dan keluarganya pada saat mengala-
mi resiko kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua, wmening-
gal dan menciptakan ketenangan kerja peningkatan produktivi-
tas serta ketenangan berusaha.

Asuransi sosial tenaga kerja ( Astek ) diperlukan se-

bagai bagian upaya penanggulangan ketidak pastian masa depan
yang dihadapi pekerjz, mengingat peluang terjadinya risiko
terus meningkzt sebagai dampak berbagai keadaan atau perkem-
bangan tehnologi dewasa ini.
Bagi tenaga kerja yang menggantungkan penghasilannya kepada
penerimaan upah, setiap risiko yazng dialami secara langsung
dapat berakibat tergauggunya kelancaran atau bahkan hilang-
nya penerimaan upah sebagai unsur pokok pemeliharaan kese-
jahteraalj dan keluarganya. Sedangkan bagi pengusaha, setiap
risiko yang menimpa tenaga kerjanya dapat merupakan gangguan
pada suasana kerja, proses produksi dan program perusahaan.

Upaya penanggulangan terhadap risiko seperti termak -
sud di atas, memberikan pembizyaan dari waktu ke waktu sema-

kin mahal sehingga tidak setiap tenaga kerja mampu  wmenang-
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gulangi risiko yang dihadapi serta tidak setiap perusahaan
mampu menyelenggarakan progran jaminan sosial sendiri. Atas
dasar itu upaya penanggulangan perlu dilakukan secara te-
rencana dan sistematis melalui mekanisme kegotong-royongan
iuran dan pembagian risiko dalam program jaminan sosial te-
naga kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah guna menjamin
lingkungan kepesertaan yang optimal, penyelenggaraan program
jaminan sosial tenaga kerja oleh pemerintah dengan suatu an-
juran bersifat wajib melalui UU No. 3 tahun 1992.

sebagai dasar hukum dan badan penyelenggara pelaksa-
naan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dan di-
atur oleh Undang-undang No. 3 tahun 1992, berikut peraturan
lain yang berkaitan dengan pelaksanaauny2.

Jebagai penjabaran dari berbagai ketentuan dasar, se-
perti pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang 50.2
tahun 1951 dan Undang-undang No. 14 tahun 196€9. “enyelengga-
raan program jaminan sosial tenaga kerja yang dilakulkan
oleh PT asuransi Sosial Tenaga Kerja yang dibentuk berdasar-
kan Peraturan remerintah so. 34 tahun 1977 sgbagai suatu lem
baga khusus penyelenggaraan jaminan sosial ten2ga kerja. oSe-
panjang uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bah-
wa peranan jaminan sosial tenaga kerja ( Jamsostek ) adalah
merupakan keperluan jaminan hidup bagi tenaga kerja kerserta
keluarganya dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja

yang telah menymbangkan tenaga dan pemikirannya.
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4.3 Prosedur dan syarat syarat pemberian jamiénan sosial te-
naga kerja

Pada tahap permulaan perusahaan dan tenaga kerja di=-
wa jibkan ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga ker-
ja \UU No.3 tahun 1992) bagi setiap perusahaan yang mempekar
jakan tenaga kerja sebanyak 25 orang ke atas dan perusahaan-
perusahaan yang dalam setiap bulan membayar gaji atau upah
puruh paling sedikit Rp.1.000.000,- ( satu juta rupian /.

Bagi perusahaan yang memenuhi syarat seperti tersebut
di atas, diwajibkan untuk mengisi dan mengajukan suatu pen-
daftaran perusahaan dengan melampirkan daftar upah dan for-
mulir daftar nama-nawma tenaga kerja dalam lingkungan perusa-
haannya. Fetugas perusahaan/badan usaha dapat menghubangi
atau dataung ke xantor L“abang, Perwakilan atau penghubung Pe-
rum asuransi sosial tenaga kerja yang terdekat dengan lokasi
perusahaan dan mengisi seperangkat formulis yang telah dise-
diahxan sesuai dengan petunjuk peungisian yang diberikan pe-
tugas BT asuransi sosial tenaga kerja.

Formulis yang telah diisi dengan tepat dikembalikan
kepada petugas PT asuransi sosial tenaga kerja dan selanjud-
nya petugas tersebut akan mengeluarkan penetapan besarnya
iuran yang telah ditetapkan secara teratur paling lambat
pertengahan bulan berikutaya.

Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja hanya daepat

dilakukan pada kantor-kautor yang telah ditunjuk untuk ne-
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nyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja. oeteleh
formulir penetazpan besarnya juran disampaikan kepada peserta
maka perssahaan diwajibkan melaporkan setiap perubahan dari
alamat status kepemilikan dan jenis/bideng usaha <epada pe-
rum asuransi sosial tenaga kerja.

Klasifikasi iuran asuransi kecelakaan kerja dalam sa-
tu perusahaan didasarkan pada klasifikasi jenis/bidang usa-
ha sesuai dengan nomor klasifikasi ILO. Apabila dalam suatu
lokasi kerja/perusahaan terdapat beberapa macam jenis peker-
jaan maka ditetapkan kelas tarif yang tertinggi di dalaa
lingkungan perusshzan.. Kelas tarif yang dimaksudkan adalah
sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 PP No. 33 tahun
1977 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Iuran untuk pembiayaan programn asuransi sosial
tenaga kerja ditanggung oleh perusahaan.

(2) Besarnya iuran untuk pembiayaan program 2suransi
xecelakaan kerja dibagi dalam 10 kelas, dengan
iuran terendah 24 % ( dua empat persepuluh per -
mil ) upah dan iuran tertinggi 36 ( tiga enam per
mil ) dengan perincian sebagaimana tercantum da-
lam lampiran A peraturan pemerintah ini.

(3) Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam lam-
piran dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan ke-
putusan Presiden.

Ketentuan tersebut di atas, telah dilaksanakan pada

PT Kalla Lines, dimana jumlah karyawan secara keseluruhan di
laut maupun di darat adalah 572 orang sedangkan yang menjadi
peserta A3TEK sebanyak 270 orang karyawan laut, dan 28 orang

karyawan darat sedang selebihnya belum menjadi peserta.
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Menurut keterangan yang diberikan oleh M.Radi Yos-
lantana, oH, selaku manager personalia PT Kalla Lines dalam
penelitian penulis bahwa karyawan yang belum menjadi peserta
ASTEK di PT Kalla Lines adalah karyawan yang masih berstatus
pembantu.

Selanjutnya Irs. Syzhrul, sebagai staf personali mem-
berikan penjelasan kepada penulis bahwa sejumlah karyawan di
lingkungan PT Kalla Lines yang menjadi peserta ASTEK, semua-
nya ditanggulangi oleh perssahaan setiap bulannya untuk mem-
bayar iuran sebagai kewa jibannya kepada penyelenggara yakui
pihak ASTEK. Berkaitan dengan kewajiban tersebut oleh pihak
peserta aSTEK di lingkungan PT Kalla Lines maka dengan sen-
dirinya telah terjadi pula jeminan apabiia peserta tersebut
mengalami kecelakaan kerja sebagaimana yang telah disetujui .
para pihak dalam perjanjian kerja sepanjang kecelakaan terse
but terjadi karena adanya hubungan kerja.

Pagal 7 PP No. 33 tahun 1977 ditegaskan sebagai
berikut :

(1) Ténaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja ber-
hak menerima jaminan kecelakaan kerja.

(2) Jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud dalam ayat
1 ialah :

a. Biaya pengangkuten tenaga kerja yang mendapat
kecelakaan dari rumahnya atau ke rumah sakit.

b. Biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit
bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan ker
ja termasuk juga biaya pertolongan pertama pa-
da kecelakaan.

c. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja, tun-
jangan cacat tetap dan tunjangan kematian.
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(3) Besarnya jaminan kecelakaan kerja dimaksud dalam
ayat 2 ialah seperti tercantum dalam lampiran B.
PP Jdo. 33 tahun 1977.

(4) Perubahan terhadap ketentun-ketentuan dalam lam-
piran dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan dengan ke-
putusan Presiden.

Asuransi sosial tenaga kerja meliputi asuransi kece -

1skaan kerja ( AKK ) tabungan hari tua ( THT ) dan asuransi

kematian. sAdapun mekanisme pemebrian jaminan tersebut ada-

lah sebagai berikut :

Program L Risiko ! Jaminan !

Asuransi Kecelakaan! - Mengalami kece+- biaya perawatan dan

: - 12kaan yang ter- pengobatan maksimum
| |~
Kerga ( AKK ) : jadi dalam me-! "Rp.2.000.000 terma-
? laksanakan tu-! suk biay2 angkutan

! gas dan dalam ! darat.Rp.50.000.-
hubungan kerja'! Udara Rp.100.000.-
termasux dalam

! perjalanan Dpu - Tunjangan sementara
i lang pergi tidak mampu bekerja
120 hari pertama
100 % upah dan hari
seterusnya 50 .

Jaminan cacat mak -
simum 70#x60 bulan
upah terakhir.

!

!

!

!

!—

!

!

!

|- Jaminan kematian

| karena kecelakaan
! kerja maximum 60 %
t upah x 60 bulan.
| ditambah uang kubur
1~ Rp. 50.000.-

-
!
!
’
-

Jaminan pengadaan
alat bantu menurut
harga RC DR Suharso
Solo + 40 %.

Jaminan prothesegigi
g dan kaca mata Rp.25.
' 000.-
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Tabungan Hari |- Telah memasuki usia |- Pengembalian selu-

Tua ( THT ) * 55 tahun atau menge-! ruh THT atas nama
#lami cacat tetap ! Tenaga Kerja yang
total atau mening- bersangkutan plus
gal sebelum usia 55 bunga.

!
!
!
1
; tahun atau kembali
. ‘negara asal ( bagi
i orang asing /.

=

!

!

- Santunan kematian
sebesar Rp.700.000

Asuransi Kema-

Meninggal dunia bi-
tian ( 4K )

asa ( bukan karena
kecelakaan kerja )

ot v okl b= g s = s

sumber data : Kantor Perum ASTEK Kotamadya Ujung Pandang.
4.4 Pelaksanaan Pembayaran Santunan asuransi sosial Tenaga
rerja

Tenaga kerja yang sudah menjadi peserta asuransi so-

sial tenaga kerja apabila mendapat suatu musibah kecelakaan
kerja maka baginya berhak memperoleh santunan dari asuransi
sosial tenaga kerja yang meliputi :

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapat ke-
celakaan kerja dari tempat terjadinya kecelakaan
ke rumah sakit atau ke rumahnya.

b. Biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit bagi
tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja terma-
suk juga biaya pertolongan pertama pada kecelakaan

¢. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja, tunjangan
cacat tetap dan uang tunjangan kKematian serta tun-
jangan uang kubur akibat kecelakaan kerja.

Besarnya masing-masing jaminan kecelakaan kerja Dbagi

setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tergan -

tung dari penetapan pengawasan Lepartemen ‘enaga serja yang
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berwenang dalam perusahaan tempat terjadinya kecelakaan ker-
ja, karena dasar menentukan besarnya santunan yang akan di-
peroleh korban kecelakaan kerja tergantung dari pertimbangan
Kepala Sub Bagian Pengawasan Norma Kerja pada Kantor Teparte
men Tenaga Kerja setempat.

Pihak, penyelenggara ssuransi sosial tenaga kerja ha-
nya melaksanakan pembayaran santunan setelah ada persetujuan
dari Kantor Cabang Perum ASTEK yang berkedudukan di  daerah
tingkat I.

sehubungan dengan itu maka kasus kecelakaan kerja se-
perti yang telah terjadi di atas Kapal EM Athirah dan weng-
akibatkan korban meninggal dunia tidak mendapat santunan da-
ri pihak penyelenggara aguransi sosial tenaga kerja karena
belum menjadi peserta asuransi tenaga kerja.

Adapun berupa uang duka yang diberikan perusahaan ba-
gi keluarga korban hanyalah semata-mata tanda ikut berlang-
kawa oleh pihak perusahaan. Demikian pula bagi penumpang‘ di
atas kapal pengangkutan penumpang apabila ada yang mengalami
kecelakaan kerja sebelum tiba di tempat tujuan menurut pen-
jelasan M.Radi Yoslantana manager personalia PT Kalla Lines,
menyatakan bahwa bukan merupakan tanggung-jawab PT Kalla Li-
nes melainkan tanggung-jawab pihak yang menangani asuransi
bagi pehumpang.

Hal ini apabilz dihubungkan dengan uraian oiti Soemar

+i Hartono { 1986 : 188-189 ) dikemukakan bahwa @
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Pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang iise-
babkan oleh luka yang menimpa penumpang berhubung dengan
pengangkutan kecuali bi3amen ia mempuktikan bahwa luka itu
adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak da
pat ia cegah atau hindari atau akibat kesalahan penuﬁpang
itu sendiri.

Bilama luka itu mengakibatkan kematian maka peng-
angkut harus mengganti kerugian yang karena itu diderita
oleh suami atau istri ysng tinggal hidup, anak-anak maupun
orang tua si penumpang.

Pernyatan tersebut di atas, tidak menyinggung masalzah
perjanjian pertanggungan pengangkutan penumpang di laut jadi
seolah-olah pusat perhatian ditujukan kepada pihak perusa -
haan apabila terjadi suatu musibah di ates sarana pengangkut
yaitu kapal laut. Pada hal apabila pengangkutan di laut yang
secara khusus berorientasi pada pengangkutan penumpang maka
sudah jelas penumpang tersebut dijemin keselamatannya oleh
pihak penanggung sampai ketempat tujuan dengan membuktikan
adanya tiket penumpang serta sumbangan wajib asuransi per-
tanggungan penuwmpang.

Hal semacam ini sudah merupakan ketsentuan di dalam
praktek pengangkutan nasional terlebih-lebih pengangkutan
resmi yang telah wendapat izin pengangkutan laut tentu se-
tiap penumpang yang mengalami kecelakaan di atas kapal sam-

pai pads ke luaranya dari kapal mesih ditanggung perusahaan.
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bab maka penulis menarik beberapa kesimpulan dan selanjutnya
diberi saran-sarab yang dianggap bermanfaat.

Adapun kesimpulan bab-bab skripsi ini adalah sebagai

berikut :
5.1 oimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami ke-
lakaan kerja di atas Kapal KM Athira, tidak ter-
daftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja
menurut UU No. 3 tahun 1992.

2. Cara perolehan jaminan sosial bagi pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja di atas Kapal KM Athira
diselesaikan secara musyawarah sepihak oleh L
Kalla Lines.

3, Perjanjian kerja laut pada PT salla Lines untuk
anak buah kapal ( ABK ) dibuat secara tertulis
oleh pihak perusahaan itu sendiri selanjutnya di-
tanda tangani oleh antara kedua belah pihak diba -
dapan pemerintah yang berwenangluntuk itu  yakni
Syabandar, perjanjian tersebut tidak dilaksanakan
secara kolektif melainkdn tiap-tiap karyawan yang
yang mana di dalam perjanjian tersebut ditanda

tangani pula oleh syabaudzr.
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Jumlah karyawan PT kKalla Lines yang telah menjadi
peserta jaminan sosial tenaga kerja ( vamsostek )
270 orang karyawan yang ada di Laut dan 28 orang
karyawan yang ada di darat, gedangkan karyawan la-
innya sejumlah 182 orang di laut dan 92 orang yuag
ada di darat belum menjadi anggota peserta jaminan
soaial karena statusnya masih karyawan pembantu.
Sejak berdirinya PT salla Lines yang bergerak da-
lam pengangkutan penumpang di laut, telah terjadi
kecelakaan kerja atas diri karyawan pembantu yang
membawa korban jiwa.

Penyebab timbulnya kecelakaan kerja di laut dise-
babkan oleh karena kesemboronoan, kekurang hati-ha
tian, kurang perhitungan akan timbulnya suatu mala
petaka baik oleh korban maupun perwira kapal yang
ada di kapal KM Athire.

Penyebab lain yang menimbulkan kecelakaan kapal di
laut pada umumaya adalah taupan, karang sehingga
kapal kandas dan juga tubrukan kapal.

Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja di
laut, yaitu bertolak dari perjanjian kerja adalah
dengan adanya perjanjian kerja yang telah disepa -
kati dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan
suatu hak dan kewajiban pafa pihax.

Untuk itu apabila terjadi suatu musibah kecelakaan
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kerja akibat adanya hubungan kerja tersebut diatas
maka pihak pengusaha ( PT Kalla Lines ) menanggung
akibat tersebut bersama-sama dengan pihak penye-
lenggara jaminan sosial tenaga kerja apabila kor-
kecelakaan tersebut telah menjadi peserta.

9. Peranan jaminan sosial tenaga kerja ( Jamsostek )
yaitu Undang-undang No. 3 tahun 1992, khusus yang
menyangkut tabungan adalah merupakan tabungan bela
ka di hari tua yang akan menjamin ketenangan be-
kerja bagi karyawan dan menjanin ketenagan berusa-
ha bagi pengusaha serta menciptakan suasana atau
iklim kerja yang disiplin dan penuh rasa tanggung
jawab serta kekeluargaan.

10.Undang-undang ho. 3 tahun 1932 adalah Undang-undawm
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengganti
Peraturan Pemerintah Fo. 33 tahun 1977 tentang
Asuransi Sosial Tenaga Kerja ( Astek ).

11.Dengan berlakunya Jndang-undang No. 3 tahun 1992
tersebut di atas, mwaka reraturan Pemerintah No. 33
tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

12.Undang-undang No. 3 tahun 1992 sudah diundangkan
dan dinyatakan berlaxku tetapi aturan pelaksanaan
Undang-undaag tersebut hingga kini ( akhir tahun

1992 ) belum belum diterbitkan oleh pemerintah.
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Cengan tidak mengurangi tentang arti pentingnya Dpe-

mecahan permasalahan seperti penulis telah kemukakan mzka

dibawah ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1.

Hendaknya pemerintah memperhatikan kedudukan para
tenaga kerja pembantu di atas kapal agar terjemin
dari kemungkinan adanya kecelakaan kerja dan atau
kecelakaan kapal dalam suatu pentuk peraturan atau
memasukkannya ke dalam peraturan yang berlaku meng
yngaf adanya kecelakaan kerja seperti yang terjadi
di atas kapal KM Athirah yang hanya diberi uang
duka dari perusahaan kepada ahli warisnya tanpa di
beri tunjangan lainnya.

Seyogianya pula pemerintah menegaskan 3gar setiap
perusahaan yang mempeker jakan karyawan sebagaima-
na yang dinyatakan dalam Undang-undang Perburuhan

pada umumnya diikut sertakan sebagai peserta 2asu-

ransi sosial tenaga kerja, jangan sampai terjadi

hal-hal yang tidak dikehendaki seperti kecelakaan
kerja yang membawa dampak negatif terhadap kary-

awan perusahaan itu sendiri.
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2. JURUSAN : Hukum

3, PEZRGURUAN TINGGI

Universitas 45 Ujung Pandang

4, ALAMAT J1. Angkasa RY 04/ RT B Ujung

Tandang
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Kerja di Laut

Demikian surat keterangan ini xami buat untulk dipergunakan sebagaimana
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TR e e S [ e SRR I R TUNTJY SYAHBANDAR
680 /Sy Mk, 1991 e s
Lt PERJANJIAN KERJA LAUI UNTU:  PHHAR

UTUR  IHAK 1
wnlara =

g UNTUK NAKHODA KAPAL
Y » kalla Lines
PForusahaan Pelayaran }.“' SNTUK KEP.DIT.KAPEL

dengan seorang warganegara Indonesia

Pada heri ini tanggal o st befah datang hepada saya ..Iz.l‘.e?.,?ﬂgg.l...!'%asmumm
Syahbandar, Makassar Saudata ........3!.—.!1::;' vkl Bayang fubetan v PEREEIIR e
ooy bertempat tinggal di oo Hdung. Pandang .. yang menyatakan dalam, hal
ini bertindak untuk atas nama Perusthagn Pelaypran ... hadha. Liiad.........., berkedudukad di Makassar
selanjutnys disebut Pibak | dan seorang bernama o BB R
name kecil ..........

i -
desbessraasranaan e

sanarseansras sssbbusasbsssnsanEas

. . 'J.".:."I o
ceriTerereecsserraareeany WIUE poryhdeseeriarernees tahun dilshitkan tanggel *.0395 eoner

I L .. selanjurnya disebur Pihak Il,m=2nerangkan telah ‘s?n.d[ukal meng-
adakan perjanjinn kerja laut schagai berikuy,

Pusal 1.
- Pikak ! memberikan pokerjaan kepada Pihak |l dan Pihak Il menerima peherjuun ity selama wakiu yang
tersebut dalam passl 3 dan berakhir seielah kembalinya kapa! di pelebubian Indonesia dimana sda Syah-
bandar jika masa Pﬂfjﬂ_lﬂjim ini berakhit pada wakiu kapal belum kembali di pelabuher Indonesia, maka

perjanjian ini diperpanjang sampai seat tibanya kembali kapal di pelabuban Indonesia, ( dalam hal kapsl
beilayar keluar negen ), - . . g

Pasal 2. -

a). Pihak Il mengadakan ikatan kerja dengan Pihak | untuk bekerjn pada hapal-kapal yang ditunjuk oleh
Fihak | termasuk kapal-kapal yang di[:ul;unhkan Pihak | uytuk berlayar dilaut dengan pangkat per-
Nilaan 5ebaBaI viiiesericesieerereeaarenaesianienieee,s Mulai tanggal aeegear s dan Pihak 11 ber-
;cdii dipekerjakan pade bahagian administ Ihri dan atau tehnik didarat, s bilamana Jikehendaki  oleh

. ih'ﬁ . 1. I A

L), Pihak Il harus dapat melalui masa percobaan seluma sedik tnya tiga bulun terhitung St‘n}cniak tang-

41 oo A dan sglama masa percobaan Pihak 1l maupun _I’:hak I boleh

mengakhid perjanjian kerja ini dimana Fifiak Il diterima dan Pihak 1} dalam hal it tidak  empu-

nyai hak untuk mengadakan tuntutan-cunturan dalam bidang keuangan

. : Pasal 3.

¥ el
Pihak | maupun Pihak 4 dapat mengaihiri perjanjisn kerja atsu hubungan kerjs ini sesudah melalui mg
56 keija selami ........f.(l5a0). D0

5 comvragepy BEEDILUNE MUlal LANEEUT rerreeniedepranesns nnsuereen v
dengan tenggang waktu . 2. X GATE e reeiireeestbelum saat perjaojian kerjn ini berskhit.

Pasal 4. e

Jina setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak Il rasih terus menjalgnkan jabatannys ranpa
momperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian kueja ini dengansenditinga terus berlaku  untuk  wakiu
yang tidak ditentukan. Dan selanjutnys berlakulah pada 450 kitab Undang-undang Huk zin perniagean, di
mans disebutkan bahwa tiep-tiap pihak dapat inengakhiti hubungan kerja pada Liap-ticp pelabuhan In-
donesia dimans kapal berlubun dan dimana ade pula Syahbandur dengan tenggang wakiu 3 x 24 jam.

Pasal 5.

Pihak | membayar gaji Pihak Il tisp akhiy bulen, dengan gaji pokok dimulie dengan Rp. woeeeeens.
... dengan mata uang Indonesia,” ditambah dergan uang lembur
atau premi tunjangan-tunjangan, bantusn-pantuan atau jaminan-jaminan sosial lainnya, pun lﬁ"'b‘.‘_r“
an-tambahan utau kenaikan-kenaikan gaji berkala menurut peraturan yanp ditetaphan aleh Pa.h_lulr.. L
uinuk mena Pihsk 1l dengan 1 menyatakan persetujuannya.

Pihak | diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang
jabatannya dikapal,

a).

b) layak b.||'__:;_ Fihak 1 sesuai . dengan

l'asal 6. =

Jika Pihak Il tidak dapat bekerja lagi karenu sakit atau kecelabaan herje sebelum lobis mass per-
janjian atau jika karena salah satu sebab yang hairus dipertangpung jawabkan Pihak | perjanjian i
diputuskan scbelum habis masanys maks onpgkos-ongkos pemulangan Pihak 11 kembali ke tempat di-
mang Pihak Il diterima, menjadi ranggungan Pihak L .
Jike {idak nda alasan yang tepat, Pihak Il secara sepihak memutuskan ikatan dina: sebelum habis
masa perjanjian, maka ongkos-ongkos pemulungen yang dimaksud sub a di atas menjadi tanggungan
Pihak 1l sendidi dalam hal scperti inj Pihak || harus memberi tenggang wiakiu kepada Fihak | untuk
mepdapal penggantinya paling sedikit satu buian.

Pasal 7. .

Jika Piha * 1l sakit atau mendapat kecelakaan dalgm hubungan serje, maks baginya berlakalah N s
turan Kecelakaan wwak kapal tahun 1940 dan Undang-Undany hecelakaon awak kapul tahun 1940 *,
atau peicuran-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik lndgnesia

a)

b)

Pasal 8.

Pihak Il harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak | 2dnn ke pada p_eri-lnuh -
perintah yang diborikan Pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihek |, atau penntah® langsuag dari Pihuk -

pib.k I Demikian pula Pihak 1l harus menyetujur kesehatannya diuji oleh dokier yang dicunjub oleh Pi-
he. | bilamana dikshendaki oleh Pihak |.




Pasal 9.
ok | berhak pada setiap wakiu mengavhic holwagen kerja atau perjanjian ini, sekKslipun tanpa perm-
itahuan teclebit dahuly karena alasin-alazan yang mendesak, umpanianya :

Pihak Il kuraog cakap, beibelakuan Lurck, ignpah n}.an"ij.plu' dalam kewajiban tiduk  paiuh perinsh
yang dimahsud pesel (B) miau melaburan perboatpn ain yang merugikan Pihak ).

Bila Pihak 1l 1einyata melakukan perbuitan-peibuatan yang bertentangan’ dengen hukum pidans ateu
melanggar peiatursn-peratvian Pemerinish Republik Indonesia, maka ia whan diturunksn  ditempati
dimana peristiwa ity terjodi dan diseredikan kepads yang berwsjib

Pesa) 10,
kepal digiana Pihak 1! dipekerjaban tenggelam atau hilang, maka Pihak I bethak mengakhit hu-
ngas kerjs atau perjanjian ini, m. ka Pihak Il berhak menerima i . .
. Ueng pesangon sebanyak tiga t.lan gaji ~ pendappten bersih ditambah denpan onpkos penganpkutan
kembali ke tgmpat pelabuhan dimana Fihak 1 diverima disijilkan :
. Usng penggenti atas baveng-barang hek milik Pihak 1l sendiri berdasarkan Peraturan * Kecelakaan
u\r?k kapal tahun 1940 " dan " Undeng-Undang kecelukaan wwak hapal tahun 1940 ®

sl 1o v e - Pusa] 1% : =
kak 1] harus meninggelkan scbahagian dat gaji pendapatan bersih tiap-tiap bulan,uang mana olch Pi-
1 diatur pemlayarannys kepada yang ditunjuk oleh Pihak 11 sebagai tangpungannya, Pihak Il dalem
ini menyatakan persetujuannyas : . ' '

Pasal 12

ukumen-hukuman denda yang termaksud dalam pasal 337 Kitab Undang - Undang Hukum perningaan
dalah hukuman yang skan dijalankan dengan adil, Dendg-denda mana akan diperuntukkan seluruhnys
ust Yavasan-yayasan s1au Badan-badun Amal. dan

&

Pasal 13,

slawm hesdssn perang maupun bahaya perang, Pihak I hatus tetap melakukan kewajibannya baik dida-
at maupun distas kapal yang di-carter/disewa -atau digunakean oleh Pemerintah R.l.—maupun- yeng ti=
dioa(ter/disews &(.u digunakan oleh Pemerintah R.L keedaan tersebut di.ates tidak boleh dijadis’
alzsan begi Pihsk Il untuk-memutusken perjanjian siay hubuagan kerje ini. - .
Pasal 14 ——

wminsn-jaminan sosial lainnye bagi Pihak 1l sepeiti cuti perawatan keselamatan dl.&b, diatus dan di-
entukan oleh Pihak 1, yang berpedoman-hepada peraturan-peraturan Pemerintah R.L Dalgm hal ini Pi-
ak Il menyatskan persetvjuannys. - - = o Cemenen

Fasal 15.

.:ngm‘ menanda tanpani perjanjian kerja laut ini. maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya
stdakan oleh Pihak 1! dianggap tidak berlaku lagi. ;

' Pasal 16.
ilamana dikemudian hari karene sesuatu hal dipandang perlu untuk mengadakan perobahan /penambuh-
wn dalam perjanjian kerja laut ini, meke hal sedemikian-daper dilakuken sias kehendak / persctujean
kedys bLelah pihak dihmdupen Syshbandar sectempat. ; "
Bernikianlah surat perjanjian kerja laur ini dibust- pade bari dan tahun sebapai tersebut di atas dalam
llugklp empat yung sema bunyinya, yang wsli dipsruntukkan Syahbandar tembusan lainnys untuk Pihak 1
Pihek 1l den Nekhoda kapal. :
| Pihak L - Pihak IL

( oMoty layeag, . (. Baani )
Dlwelctug

Surat perjanjian kerja laut ini oleh Saya Syshbandar di Pelabuban Makassar dibecaken seluruhnya
dikadepan kedua belaii ihak dan scielah dimaklumi dan disetujui, mereka menandi-tanganinya.

Tujengen lebaye . 8 T
kepal Syahbandar ‘Makassar
gwmngm 3 Kep.Sekod Yertib Paudex

wﬁmﬂ .I




